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A. RINGKASAN 

Perundungan peserta didik di rumah sakit memerlukan usaha serius dalam pencegahan dan 

penganganannya, dengan melibatkan prinsip kode etik rumah sakit, dan kode etik profesi. 

Salah satu tantangan dalam kasus perundungan adalah pelaporan yang masih rendah. 

Diperlukan sinergi komponen rumah sakit mulai dari pimpinan dan struktur di bawahnya 

yang melibatkan berbagai komite profesi, komite etik dan hukum rumah sakit, serta komite 

koordinasi pendidikan terkait hal ini. Artikel ini memuat langkah konkret respons RSA 

UGM terhadap adanya perundungan pada peserta didik, langkah koordinasi internal rumah 

sakit, sampai dengan terciptanya aplikasi “SiEMAK” untuk pelaporan perundungan, dengan 

tetap menerapkan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban. 

 

B. LATAR BELAKANG 

Fenoma perundungan adalah bagian dari dinamika yang sudah lama terjadi di lingkungan 

pendidikan. Berdasarkan data Unicef tahun 2018, dikatakan bahwa 45% dari 2.777 anak 

muda usia 14-24 tahun mengalami perundungan secara daring berupa chatting dan 

penyebaran foto atau video tanpa izin. Perilaku perundungan membawa konsekuensi yang 

serius. Sebuah studi cross-sectional menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi sasaran 

pelaku bullying memiliki tanda-tanda depresi dan kecemasan. Bahkan, diindikasikan hampir 

40% kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh perundungan. 

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi dasar perlindungan terhadap korban 

kasus perundungan yang terjadi di instansi pendidikan. RSA UGM adalah sebuah rumah 

sakit pendidikan yang menjadi wahana pendidikan bagi peserta didik. Komponen rumah 

sakit yang kompleks, memberikan celah untuk terjadinya perundungan. Interaksi terus 

menerus antar profesi maupun institusi yang memiliki kode etik masing-masing, menjadi 

dasar penting untuk dilakukannya kajian lebih lanjut terkait regulasi pencegahan dan 

penanggulangan kasus perundungan.  

Rumah sakit harus menjamin lingkungan yang aman dari perundungan. Sebagaimana 

tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit pasal 31, dijelaskan bahwa rumah sakit wajib 

menjamin adanya kolaborasi serta hubungan yang baik di antara seluruh tenaga di rumah 

sakit. Hal ini juga telah diatur dalam Pedoman Perilaku Pegawai (Code of Conduct) RSA 

UGM, yang sesuai dengan tujuan penyusunannya yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang aman, sehat, dan nyaman, di mana setiap orang dihargai dan dihormati martabatnya. 

Sebuah langkah konkret yang dilakukan RSA UGM dalam upaya pencegahan dan 

penanganan perundungan adalah dengan melibatkan pakem-pakem etika profesi dan etika 

rumah sakit dalam pembuatan peraturan dan pedoman. Untuk mendukung hal ini, telah 

dikembangkan sebuah sistem informasi elektronik yang diberi nama “SiEMAK” (Sistem 

Informasi Elektronik Mahasiswa RS Akademik UGM). “SiEMAK” diharapkan dapat 



memfasilitasi peserta didik di RSA UGM dalam membuat laporan terkait perundungan di 

lingkungan RSA UGM. 

 

C. TUJUAN 

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah: 

1. Mewujudkan komitmen RSA UGM menjadi rumah sakit yang beretika dan bebas 

perundungan. 

2. Membuat alur penanganan yang lengkap dan jelas terhadap kasus perundungan. 

3. Membuat sistem pelaporan perundungan elektronik yang mudah diakses oleh peserta 

didik, dengan tetap mengutamakan unsur kerahasiaan dan keamanan pihak pelapor. 

4. Menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman dan nyaman, tanpa adanya perundungan 

maupun bentuk kekerasan yang lain, dengan tetap melakukan perlindungan terhadap 

saksi dan korban perundungan. 

 

D. LANGKAH-LANGKAH 

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis situasi dan memetakan Strength, Weakness, Oportunity and Threat 

(SWOT) RS Akademik UGM dalam menghadapi perundungan dan kekerasan lainnya. 

2. Setiap pegawai wajib mengikuti acara Sosialisasi Pencegahan 3 Isu Kekerasan yang 

diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

(Kemdikbudristek) Republik Indonesia, dengan salah satu tema yang diangkat adalah 

mengenai perundungan. 

3. Setiap pegawai menjadi “Duta Anti Perundungan” dengan diminta aktif di semua lini 

rumah sakit untuk mencari dan melaporkan kejadian maupun potensial kejadian 

perundungan. 

4. Direksi, Komite dan Manajemen rumah sakit memasukkan agenda perundungan pada 

rapat koordinasi internal dan aktif mencari informasi terkait hal ini di kalangan rumah 

sakit  

5. Membuat Satuan Tugas Anti Kekerasan yang melakukan usaha pencegahan dan 

penanganan kasus perundungan, diskriminasi, serta kekerasan seksual, dengan anggota 

dari perwakilan berbagai komite yang ada di RSA UGM. 

6. Perancangan sistem informasi elektronik “SiEMAK” untuk memfasilitasi peserta didik 

di RS Akademik UGM dalam membuat laporan terkait perundungan di lingkungan RS 

Akademik UGM. 

 

E. HASIL 

Analisis SWOT pada sistem anti perundungan di RSA UGM menunjukkan kekuatan 

(strength) berupa sudah adanya peraturan hukum di lingkungan kerja Kemdikbudristek 

berupa Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selain itu, RSA UGM memiliki struktur dan 

komite rumah sakit yang lengkap, berupa Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite 

Tenaga Kesehatan Lain, Komite Etik dan Hukum, dan Komite Koordinasi Pendidikan. Telah 

terdapat forum komunikasi internal rutin setiap hari Kamis yang dihadiri Direksi,  kepala 



instalasi, dan ketua komite di RSA UGM. RSA UGM juga melakukan koordinasi eksternal 

dengan UGM dan institusi pendidikan lain yang bekerja sama. Kekuatan yang lain adalah 

adanya Sistem Informasi Akademik berbasis aplikasi yang telah ter-install di gawai tiap 

mahasiswa.  

Kelemahan (weakness) yang dimiliki RSA UGM adalah belum adanya regulasi internal 

tentang perundungan, dan belum dibentuk tim yang bertanggung jawab terhadap laporan 

perundungan. Peluang (opportunity) yang dimiliki RSA adalah pengembangan lebih lanjut 

sistem informasi akademik RSA UGM yang dapat diberlakukan juga di rumah sakit jejaring. 

Tantangan (threat) yang ada, berupa tuntutan hukum dari kasus perundungan (Gambar 1).  

 
Gambar 1: SWOT RSA UGM terhadap perundungan 

 

Dalam rangka menjadikan pegawai RSA UGM sebagai “Duta Anti Perundungan”, seluruh 

pegawai telah mengikuti Sosialisasi Pencegahan 3 Isu Kekerasan yang diselenggaran oleh 

Kemdikbudristek pada tanggal 4 Agustus 2023. Pegawai telah menandatangani pakta integritas, 

yang memuat salah satunya adalah anti perundungan.  

RSA UGM telah menyusun peraturan Direktur yang memuat tentang pencegahan dan 

penanganan kasus kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perundungan. Dalam peraturan ini, 

telah termuat alur yang penanganan jelas, serta mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas 

Anti Kekerasan.  

Peraturan yang baik tidak dapat diaplikasikan secara optimal apabila masih terdapat kendala 

dalam hal pelaporan. Oleh karena itu, telah dirancang sistem informasi elektronik “SiEMAK” 



yang memfasilitasi peserta didik melaporkan kasus perundungan. Laporan perundungan  akan 

terkirim pada Satuan Tugas Anti Kekerasan RSA UGM.  



F. DATA PENDUKUNG 

Tangkapan layar perancangan aplikasi SIEMAK 
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